BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Negara llliepublik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas
desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan
kesempatan dan| keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi
daerah. Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan

bahwa Indonsia dibagi atas daerah-daerah provinsi, daerah provinsi terbagi

atas kabupaten/kota, yan g tiap-tiap provinsi, kabupaten/kota mempunyai
pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang.
Sejalan dengan reformasi total, di bidang penyelenggaraan pemerintahan

daerah juga meéngalami perubahan, dimana Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1974, yaitu ten]tang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah diganti dengan

Undang-Undan:g Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Da(_erah. Namun
seiring perjalanan waktu dan juga dinamika dalam sistem pemerintahan maka
UU No. 22 tahun 1999 juga diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang hal
yang sama yaitu pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut mengarahkan
pembentukkan| dan penyusunan 3 (tiga) bentuk daerah otonom, yaitu daerah
provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota yang masing-masing berdiri
sendiri, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat, dan satu sama lain
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pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada

dacrah kabupaten dan daerah kota, yang pelaksanaannya diatur dengan

Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan pemerintah

dan kewenangan provinsi sebagai dacrah otonom.

Tujuan peletakkan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah
adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan d{m keadilan, demokrasi
dan inenghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan

keanekaragaman. Atas dasar itu, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang pemerintahan dacrah memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan

bertanggung jawab kepada daerah sehingga memberi peluang kepada daerah

agar leluasa mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri

sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi setiap daerah.
Kewenangan ini pada dasarnya merupakan upaya untuk membatasi
kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom,
karena pemerintah dan provinsi hanya diperkenalkan lpenyelcnggarakm

kegiatan otonomi sebatas yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ini.

Dalam melaksanakan otonomi daerah ada beberapa faktor yang yang
harus diperhatikan. Kaho mengidentifikasi empat faktor yang dapat
mempengaruhi/jalannya otonomi daerah, yaitu :!

1. Faktor Manusia Pelaksana

2. Faktor K¢uangan Daerah
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3. Faktor Peralatan

4. Faktor Organisasi dan Manajemen

Bila melihat substansinya, maka keempat faktor yang dikemukakan di

pelaksanaan otonomi dalam suatu daerah. Kabupaten Bungo

satu dacrah kabupaten di Propinsi Jambi yang telah

~ menyelenggarakan otonomi, dan dengan demikian kabupaten tersebut telah

mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang

Pemerintahan
Sebelum

pembangunan

dari pemerintah

pembangunan

Daerah.

diberlakukannya UU tentang otonomi daerah, pembiayaan
Kabupaten Bungo lebih banyak berasal dari kucuran dana
pusat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan

secbenarnya dibiayai oleh pusat, karena dana PAD tersebut

untuk memb?ayai operasional rutin pemerintah daerah saja belum

~ mencukupi. U

I
Intuk itu, maka pencarian sumber PAD merupakan upaya yang

perlu dilakukan oleh Kabupaten Bungo. Belum optimalnya penggalian

dana yang ber

rasal dari pendapatan asli daerah daerah baik dari pajak daerah

maupun retribusi daerah merupakan tantangan untuk Kabupaten Bungo

dalam rangka
' Jumlzh

kontribusinya

meningkatkan pembangunan daerah.

pendapatan asli daerah tentunya akan berdampak pada

tethadap APBD Kabupaten Bungo. Hal ini dikarenakan PAD

I“ﬂ"‘ﬂdl’ﬂ“ ‘.‘ﬂ‘ﬂk oot ﬂ“lmkﬂ'

ADRTY mumhos ADRT lainnva adalah Aana



o

rgjint betoy qmy Leraprer

DECLIY REPALYGY Bieho gasur meUFrGIRay [sugaubyran vejl oeeay
30 (g suenngsy ayion 2 i menSpuspa; gon neequy s bewelimy

D3eLs s g|ng udlef quu weLIpnRr

Dowunmy gapnbaiey QUi qupuul HeniuT oengsy poauoslimy g
[ HEUSJMINE N peUlNAL  ALNE  teeudtiipol  ahahg 28UN (Eopnrsy

g otuey Leuniian

bty arn werinng

g upabuzon gmiso gupnn e WA AIEGY Hequbroy | o)) EGLTH PGS
3 LOprot-lapiol uhy el Pou@ wenBpmmpur qIu ognpeaLt ool prug

TAIRTSTIETRY

Riu3e Qe seiufianys [enqEbuigy el Destay uispain byl ga

|° poGanunuapep obakg oul quovopsy opp bomcumsp  wapnhuiny

LOLIGINRYD [RuRnaf

el quir hoz-iaee Lnusutnasn gLy

(s1au queateint puprneaale beispiohugy quupsoy qan bougubarsy se
U IGMLIBNZ: [GUIN Uxsn stz bage ol bepuuGone gscLop’ iy
SranaB ecpojup guy ymu-jrr 0SS Lengepul 9 DSUSLIBTYD 26KI0L BUl)

quusmimseoy nuisg BewpesBonsy eebouy bewpapgu logg DoulpsuBnugy

WGLGJ ¢ XILI LA T a2y sispur weuipul e uTioy  opsp bewsswpry




1.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis

Untuk memberikan sumbangan kepada ilmu pengetahuan hukum,

khususnya Hukum Administrasi Negara.

Manfaat praktis
Memberikan masukan dalam pelaksanaan strategi peningkatan pendapatan
asli daerah.dari sektor pajak dan retribusi di Kabupaten Bungo dalam

meningkatkan PAD.




